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. Visi, Misi,
Tujuan dan
Sasaran
Politeknik
Negeri Subang

Visi Politeknik Negeri Subang:
Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik
Terbaik di Indonesia

Misi Politeknik Negeri Subang:

1.

2.

Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang
berkualitas.

Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi
pada teknologi terapan.

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
yang berorientasi pada teknologi tepat guna.
Mengembangkan sistem manajemen yang andal
untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya.
Menjalin  kerja sama  dengan  pemangku
kepentingan.

Tujuan Politeknik Negeri Subang:

1.

2.

Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang
berkualitas dan berkesinambungan.

Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian
sesuai bidangnya.

Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi
pemangku kepentingan.

Membangun manajemen yang efisien, efektif dan
mandiri.

Meningkatkan  kualitas dosen dan tenaga
kependidikan.

Sasaran Politeknik Negeri Subang:

1.

Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas
pendukung proses pembelajaran yang menekankan
pada penguasaan keahlian terapan.

. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan

tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan
terpadu.

Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan
kependidikan berkualitas sesuai standar yang
dipersyaratkan.

Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang
efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang
dipersyaratkan.




5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan
penelitian terapan dan  pengabdian pada
masyarakat berbasis pada keunggulan.

. Rasional

Standar ini diperlukan sebagai dasar/pedoman dalam
pembiayaan terkait operasional perguruan tinggi.

. Pihak yang
Bertanggung
Jawab
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. Definisi Istilah

Standar biaya investasi perguruan tinggi adalah
ketentuan yang berkaitan dengan biaya pengadaan
sarana dan prasarana serta biaya pengembangan
dosen dan tenaga kependidikan pada suatu perguran
tinggi.

. Pernyataan Isi
Standar

1. Perlu adanya sistem pengelolaan yang mencakup
perencanaan, pengadaan, pendataan,
pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta
pemutahiran (aplikasi SIMAN).

2. Perlu adanya sistem pengelolaan mengenai
kelengkapan dan kecukupan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem
klasifikasi, inventarisasi dan informasi
keberadaannya (aplikasi SIMAK-BMN).

3. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau
hibah harus dinyatakan dalam surat kesepakatan
antara Politeknik Negeri Subang dan pihak terkait
dengan kepastian hukum yang jelas.

4. Direktur harus menetapkan Rencana Program
Kegiatan dan Anggaran (RPKA) tahunan Politeknik
Negeri Subang yang melibatkan unsur bidang,
pusat, jurusan, unit, bagian untuk menyusun
biaya investasi paling lambat 6 bulan sebelum
tahun anggaran.

5. Pelaporan harus dilakukan terhadap setiap biaya
yang telah dikeluarkan (terkait dengan sarana dan
prasarana maupun pengembangan sumber daya
manusia) paling lambat 2 minggu setelah
selesainya kegiatan tersebut.




Bendahara  penerimaan  wajib melakukan
sosialisasi pembayaran, penangguhan, dan
penurunan UKT kepada dosen wali dan
mahasiswa.

Bendahara penerimaan wajib menyusun prosedur
tentang pembayaran, penangguhan, dan
penurunan UKT mahasiswa.

6. Indikator

o

7.

Pengaplikasian aplikasi SIMAN.

Pengaplikasian aplikasi SIMAK-BMN.

Adanya MoU terkait kerja sama dengan pihak lain.
Rencana Program Kegiatan dan Anggaran (RPKA)
tahunan sudah tersusun 6 bulan sebelum tahun
anggaran.

Laporan terhadap biaya yang telah dikeluarkan
sudah selesai maksimal 2 minggu setelah kegiatan
dilaksanakan.

Adanya sosialisasi pembayaran, penangguhan, dan
penurunan UKT kepada dosen wali dan
mahasiswa.

Adanya prosedur tentang pembayaran,
penangguhan, dan penurunan UKT mahasiswa.

7. Strategi

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk
mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:

1.

Bagian perencanaan, pengadaan, dan aset
berkoordinasi terkait pengelolaan sarana dan
prasarana.

. Bagian umum berkoordinasi terkait kerja sama

dengan pihak lain.
Direktur berkoordinasi dengan pihak terkait di
Politeknik Negeri Subang.

8. Dokumen
Terkait

. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar

Biaya Investasi Perguruan Tinggi

a. Pedoman Penyusunan Perencanaan Anggaran
(merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan).

b. SK Direktur tentang Pembentukan Tim

Perencanaan Anggaran.

Laporan Pertanggungjawaban.

Prosedur Pembayaran UKT mahasiswa.

Prosedur Penangguhan UKT mahasiswa.

Prosedur Penurunan UKT mahasiswa.

O Q0

. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar

Biaya Investasi Perguruan Tinggi




a. Laporan Pertanggungjawaban

Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan

Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi

a. Laporan monitoring dan evaluasi

Dokumen yang terkait dengan pengendalian

Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi

a. POS Rapat Tinjauan Manajemen

b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen

c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar

Biaya Investasi Perguruan Tinggi

a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan
Manajemen

b. Laporan kinerja
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Tabel Indikator

No.

Indikator

Pencapaian

2022

2023

2024

2025

1.

Perlu adanya sistem pengelolaan
yang mencakup perencanaan,
pengadaan, pendataan,
pemanfaatan, pemeliharaan,
penghapusan, serta pemutahiran
(aplikasi SIMAN).

Ada

Ada

Ada

Ada

Perlu adanya sistem pengelolaan
mengenai kelengkapan dan
kecukupan sarana dan prasarana
yang dibutuhkan, termasuk sistem
klasifikasi, inventarisasi dan
informasi keberadaannya (aplikasi
SIMAK-BMN).

Ada

Ada

Ada

Ada

Bentuk kepemilikan lain seperti
sewa, pinjam atau hibah harus
dinyatakan dalam surat
kesepakatan antara Politeknik
Negeri Subang dan pihak terkait
dengan kepastian hukum yang
jelas.

Ada

Ada

Ada

Ada

Direktur harus menetapkan
Rencana Program Kegiatan dan
Anggaran (RPKA) tahunan
Politeknik Negeri Subang yang
melibatkan unsur bidang, pusat,
jurusan, unit, bagian untuk
menyusun biaya investasi paling
lambat 6 bulan sebelum tahun
anggaran.

Ada

Ada

Ada

Ada

Pelaporan harus dilakukan
terhadap setiap biaya yang telah
dikeluarkan (terkait dengan sarana
dan prasarana maupun
pengembangan sumber daya
manusia) paling lambat 2 minggu
setelah selesainya kegiatan
tersebut.

Ada

Ada

Ada

Ada

Bendahara penerimaan wajib
melakukan sosialisasi

Ada

Ada

Ada

Ada




pembayaran, penangguhan, dan
penurunan UKT kepada dosen wali
dan mahasiswa.

Bendahara penerimaan wajib
menyusun prosedur tentang
pembayaran, penangguhan, dan
penurunan UKT mahasiswa.

Ada

Ada

Ada

Ada







